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BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR. 33 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN A GGARAN 2012 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

bahwa sebagai p,~laksanaan ketEintuan Pasal 6 Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapa1tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2012; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undan~J-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah ; 

3. Undang-Und.ang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851 ;; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5049); 

11 . Undang-Unda.ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta un 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4!502) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 



Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Norn or 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Ne~Iara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

20 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dc1n Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

25. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165) ; 

26 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Ne~Jeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Ta1hun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial ; 



Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E); 

30. Peraturan Daer.ah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ban yumas Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyumas Nomor 2 Seri A) ; 

M'EMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah 
Rp.1.786.935.038.653,43 bertambah sejumlah Rp . 191. 153.665.438, 18 sehingga menjadi 
Rp. 1.978.088.704.091 ,61 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Rp 1.615.919.973.468 ,00 
Rp 127.392.287.533,61 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.743.312.261.001 ,61 

2. Belanja 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Rp 1.786.935.038.653,43 
Rp 191 .153.665.438, 18 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 

Rp 

Rp 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp 200.515.065.185,43 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 65.511 .377.904,57 

1.978.088.704.091,61 

(234 .776.443.090,00) 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 266.026.443.090,00 

b. Pengeluaran 

1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Rp 
Rp 

29 .500.000.000,00 

1.750.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan 
Sisa Lebih Pembiayaan .A.nggaran setelah 
Perubahan 

Pasal 2 

Rp 31 .250.000.000,00 
Rp 234.776.443.090,00 
Rp 0,00 



Pasal 2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Banyumas. 

Diundangk.an di wokerto 
Pada Tangg I . . . .• J ... S.~P. ... ?.QJt. 
!-- . SEKRE RAH KABUPATEN BANYUMAS 

Pembin 
NIP 19570 6 198903 1 005 

BERITA DAERAH KABUPATEN BAmJMAS TAHUN ?.!?f.t.. NO fOR 2.t 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal ·1 g SEP 2012 


